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EXECUTIVE SUMMARY

Salah satu fungsi tugas Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan
BUMD yang dilaksanakan oleh salah satu Direktorat dibawah Ditjen Bina
Keuangan Daerah yaitu Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah.
Dalam melakukan pembinaan kepada 1.097 BUMD yang terdiri dari BPD. BPR
Milik Pemda, PDAM dan Aneka Usaha perlu dilakukan berdasarkan yang data
berkualitas (akurat, terkini, transparan, dan akuntabel).

Pengambilan keputusan dalam rangka pembinaan tanpa didasarkan data
yang berkualitas hampir dipastikan tidak tepat sasaran dan dikhawatirkan akan
memberikan keputusan yang salah. Saat ini database BUMD yang berkualitas
belum dapat disajikan di Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu melalui proyek
perubahan telah dibuat aplikasi e-BUMD guna menampung data BUMD
se Indonesia menjadi satu data base BUMD yang terintegrasi di Kementerian
Dalam Negeri. Kick off proyek perubahan aplikasi e-BUMD telah dilakukan di
Provinsi Jawa Timur dan juga dilakukan piloting di Kabupaten Tangerang dan
Kabupaten Lamongan.

Diharapkan melalui proyek perubahan ini pemerintah pusat dan
pemerintah daerah akan memiliki datrabase sebagai dasar monitoring dan evaluasi

untuk pengambilan keputusan yang berkualitas,




